
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG   

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan 

nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta 

kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam 

perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan 

keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, 

hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).  

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan 

dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita 

masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi 

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke 

bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang 

dirumuskan sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan 

kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa 

laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi 

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis 

instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang 

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. 

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

1) Tugas dan Fungsi 



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) mempunyai tugas 

membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah 

Propinsi Jawa Timur serta melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan 

dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat meliputi 

ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, ekonomi rakyat dan 

pemamfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.  

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa 

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan dan desa 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

C. LANDASAN HUKUM 

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2016 ini adalah: 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 



d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja; 

h. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten 

Sampang Tahun 2013-2018; 

k. Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kabupaten Sampang. 

D. MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud menginformasi 

pertanggungjawaban Dinas PMD Kabupaten Sampang secara akuntabel dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan 

kebijakan yang diamanatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan 

perencanaan strategis yang ditetapkan. 

Adapun tujuannya adalah Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas PMD 

Kabupaten Sampang dan sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas PMD Kabupaten 

Sampang dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki 

kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang di masa yang akan datang. 

 



E. STRUKTUR ORGANISASI 

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas PMD Kab. Sampang: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, membawahi : 

a. Sub Bagian Umum; 

b. Sub Bagian Keuangan dan Progran. 

3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, membawahi : 

a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; 

b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat;  

c. Seksi Bina Pendampingan Masyarakat. 

4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan TTG, membawahi : 

a. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi; 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Desa;  

c. Seksi Teknologi Tepat Guna. 

5. Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahi : 

a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa; 

b. Seksi Perencanaan Pebangunan Desa; 

c. Seksi Administrasi dan Aset Desa. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

 Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

 Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; 

 Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Gambar 1.1 

Bagan Struktur Organisasi Dinas PMD Kab. Sampang 



 

a. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, 

protokol dan keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai 

fungsi: 

 pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

 pengeloaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya 

manusia; 

 pengelolaan administrasi keuangan; 

 pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; 

 pengelolaan administrasi perlengkapan; 

 pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan; 

 pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas; 

 pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas; 

 pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan; 



 pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, 

 pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya; 

 pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial); 

 pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan 

pemeliharaannya (maintenance); 

 pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsinya. 

1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : 

 melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, 

 penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan; 

 melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

 melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat; 

 menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 

 melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, 

perawatan 

 perlengkapan kantor dan pengamanan; 

 membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non 

yudisial); 

 menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

perundangundangan; 

 menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan 

pemeliharaannya (“maintenance”); dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

2) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas : 

 menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan 

program; 

 melaksanakan pengolahan data; 

  melaksanakan perencanaan program; 

 menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya; 

 menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program 

anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya; 



 menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan; 

 menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan; 

 menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; 

 melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji 

pegawai; 

 melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian 

rekomendasi hasil pengawasan; 

 melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan; 

 melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan; 

 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.. 

b. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

kegiatan bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Bidang 

Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi: 

 penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, 

pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat; 

 pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, 

pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat; 

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan 

pendampingan masyarakat; dan 

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas 

mempunyai tugas : 

 merumuskan kebijakan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan; 

 melaksanakan kebijakan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan; 

 melaksanakan fasilitasi Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan 



lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

pemberdayaan kelembagaan masyarakat. 

2) Seksi Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat mempunyai tugas : 

 merumuskan kebijakan Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat; 

 melaksanakan kebijakan Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat; 

 melaksanakan fasilitasi Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan 

lembaga 

tradisi masyarakat; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

pemberdayaan 

kelembagaan masyarakat. 

3) Seksi Bina pendampingan masyarakat, mempunyai tugas : 

 merumuskan kebijakan bina pendampingan masyarakat; 

 melaksanakan kebijakan bina pendampingan masyarakat; 

 memfasilitasi pembinaan pendampingan masyarakat dan standarisasi 

pelatihan pemberdayaan masyarakat; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan 

pendampingan masyarakat; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

pemberdayaan kelembagaan masyarakat 

c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna 

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

kegiatan bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.  Untuk 

melaksanakan nya, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna 

mempunyai fungsi: 

 penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana 

prasarana desa dan tekonologi tepat guna; 

 pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana 

prasarana desa dan tekonologi tepat guna; 

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga 

dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan tekonologi tepat guna; dan  

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 



1) Seksi Pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, mempunyai tugas  

: 

 merumuskan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga dan usaha 

ekonomi; 

 melaksanakan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga dan usaha 

ekonomi; 

 melaksanakan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan 

lembaga dan usaha ekonomi; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna 

2) Seksi Sarana Prasarana Desa, mempunyai tugas :  

 merumuskan kebijakan pembangunan dan pengembangan bantuan 

sarana prasarana desa; 

 melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengembangan bantuan 

sarana prasarana desa; 

 melaksankan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bantuan sarana 

prasarana desa; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan 

pengembangan bantuan sarana prasarana desa; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna 

3) Seksi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas: 

 merumuskan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat 

guna; 

 melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

tepat guna; 

 melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat 

guna; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi tepat guna; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemberdayaan Ekonomi dan teknologi tepat guna 

d. Bidang Bina Pemerintahan Desa 

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, 



melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Bina 

Pemerintahan Desa.  Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Bina 

Pemerintahan Desa mempunyai fungsi: 

 penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan 

pemilihan serta pelantikan Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa; 

 penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi 

dan aset desa; 

 pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatu 

pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi 

da aset desa ; 

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan 

peningkata kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan 

pembangunan desa sert administrasi dan aset desa; dan 

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas : 

 merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pemilihan dan 

pelantikan Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa; 

 merumuskan kebijakan bidang pembinaan dan peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintahan desa; 

 melaksanakan kebijakan bidang pembinaan dan peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintahan desa; 

 melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintahan desa; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan 

peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina 

Pemerintahan Desa 

2) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa, mempunyai tugas: 

 merumuskan kebijakan bidang perencanaan dan pembangunan desa; 

 melaksanakan kebijakan bidang perencanaan dan pembangunan desa; 

 melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pembangunan desa; 

 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

perencanaan dan pembangunan desa dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina 



Pemerintahan Desa. 

 

 

3) Seksi Administrasi dan Aset Desa mempunyai tugas : 

 merumuskan kebijakan bidang tata kelola administrasi desa dan aset 

desa; 

 melaksanakan kebijakan bidang tata kelola administrasi desa dan aset 

desa; 

 melaksanakan fasilitasi pengelolaan tata kelola administrasi desa dan 

aset desa; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tata kelola 

administrasi desa dan aset desa; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina 

Pemerintahan Desa. 

e. Unit Pelaksana Teknis 

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu.  UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.  Jumlah, nomenklatur, susunan 

organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan 

Bupati. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya.  Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.  Jenis jenjang dan jumlah jabatan 

fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, 

sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

F. PEGAWAI 

Personel Dinas PMD Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang 

masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai 

pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi 

pegawai di Dinas PMD Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut:  

 

 

 



Tabel 1.1 

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (org ) 

1 Laki – Laki 23 

2 Perempuan 8 

  Jumlah 31 

Jumlah personel Laki-laki 74,19% dan jumlah personel perempuan 25,81%.  

Hal ini menunjukkan Dinas PMD responsif gender. 

Tabel 1.2. 

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (org ) 

1 Pasca Sarjana (S2) 10 

2 Sarjana (S1) 14 

3 Diploma 2 

4 SLTA 5 

5 SLTP - 

6 SD - 

  Jumlah 31 

Sebesar 32,25% pegawai Dinas PMD merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 

45,16% lulusan Sarjana (S1), 6,45% lulusan Diploma dan 16,14% lulusan SLTA.  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Dinas PMD 

merupakan lulusan sarjana dan pasca sarjana.  Tentunya kondisi personel 

tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan 

mendukung dalam pelayanan. 

Tabel 1.3 

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang 

No Golongan Jumlah (org) 

1 Pembina Untama Muda (IV/c) 1 

2 Pembina Tk I (IV/b) 1 

3 Pembina (IV/a) 5  

4 Penata Tk I (III/d) 8  

  Penata (III/c) 1  

  Penata Muda Tk. I (III/b) 6  

  Penata Muda (III/a) 3  

  Jumlah 25  

4 Pengatur Tk. I (II/d) 1  

  Pengatur (II/c) 3  

  Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1  

  Pengatur Muda (II/a)   

  Jumlah 5 

5 Juru Tingkat I (I/d) - 

  Juru (I/c) - 



  Juru Muda Tingkat I (I/b) - 

  Juru Muda (I/a) - 

  Jumlah  

6 CPNS  

  Penata Muda (III/a) 1 

  Pengatur (II/c)  

  Jumlah 1 

7 PTT 11 

  Jumlah 11 

  Jumlah Keseluruhan 42 

Tabel diatas menunujukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah penata 

tingkat I (III/d) yaitu 8 orang atau sebesar 25,80% 

G. Sarana  dan Prasarana  

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan 

prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.  Dinas PMD Kabupaten Sampang telah 

dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan 

gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. 

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PMD Kabupaten 

Sampang adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.4 

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PMD Kabupaten Sampang 

Tahun 2018 

NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI 

1 Gedung Kantor 1 Unit Baik 

2 Kendaraan Roda 4 2 Unit Baik 

3 Kendaraan Roda 2 24 Unit Baik 

4 Komputer (PC/Notebook) 23 Unit Baik 

5 Printer 13 Unit Baik 

6 Mesin Ketik 4 Unit Baik 

7 Meja (Kerja,Komputer,Rapat dll) 68  Unit Baik 

8 
Kursi (Kursi Rapat,Kursi Kerja 

,sofa dll) 
239 Unit Baik 

NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI 

9 Almari, Filing Kabinet, Rak dll 23 Unit Baik 



10 Jaringan Internet 1 Unit Baik 

11. AC 13 Unit Baik 

 

 
Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi 

mendukung kinerja pelayanan Dinas PMD Kabupaten Sampang.  Diharapkan 

untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi 

demi stabilitas kinerja pelayanan Dinas PMD Kabupaten Sampang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

 

Dokumen Renstra selanjutnya 

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 

Tahunan (Renja) yang yang memuat 

kebijakan, program, dan kegiatan yang 

mendukung tercapainya sasaran. 

Selanjutnya renja tersebut dijadikan 

acuan dalam penyusunan perjanjian 

kinerja. 

Perjanjian kinerja tahun 2020 

merupakan target tahun pertama 

(transisi) dari renstra Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Sampang. Sejalan dengan 

adanya revisi renstra dan IKU Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Sampang seperti yang 

diuraikan diatas, maka terdapat 

perbedaan indikator dengan tahun-

tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan 

indikator kinerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Sampang Tahun 2020 : 

 

 

 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 



1 Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja DPMD 

Persentase pemenuhan 

kebutuhan administrasi 

perkantoran 

100% 

  Persentase sarana dan prasarana 

aparatur dalam kondisi baik 

100% 

  Presentase aparatur yang 

mengikuti peningkatan kapasitas 

aparatur 

100% 

  Persentase penyusunan laporan 

capaian kinerja dan keuangan 

yang baik dan tepat waktu 

100% 

2 Meningkatnya 

Keswadayaan Masyarakat 

Desa 

Persentase lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LK) yang 

aktif 

100% 

  Persentase Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) yang 

berkembang 

38% 

3 Meningkatnya Tata Kelola 

Pemerintahan Desa 

Persentase Desa dengan  

Perencanaan dan Penganggaran 

yang baik 

100% 

  Persentase Desa dengan  

Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Berbasis IT 

100% 

 

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Sampang  Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran-1. 

 

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi 

dasar penyusunan perjanjian kinerja 

seluruh pegawai di lingkungan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Sampang , mulai dari level 

pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke 

pelaksana berdasarkan tugas dan 

fungsi serta hasil turunan (cascading) 

dari  perjanjian kinerja atasannya. 

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Sampang  mendapat 

dukungan anggaran dari APBD sebesar 

Rp 4.250.404.457 yang digunakan 

untuk melaksanakan 19 kegiatan yang 



terangkum dalam 7 pogram sebagai 

berikut: 

 

 
 

 

Rincian Anggaran per kegiatan 

disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah 

angaran tersebut selanjutkan 

digunakan untuk mendukung 

terwujudnya 3 sasaran strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Sampang  tahun 2020 

dengan alokasi sebagai berikut: 

Program  Anggaran  (Rp.) 

 

Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran 
386.171.188 

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
313.703.250 

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.089.000 

Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, 
Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik 

11.143.000 

Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat  1.500.944.275 

Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat 
Guna 

345.118.015 

Program Bina Pemerintahan Desa 1.672.235.729 

Jumlah 4.250.404.457 



LKJiP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2020 

              DPMD KABUPATEN SAMPANG 
 

 

 

 

 
   

Sasaran Srategis  Anggaran  (Rp.) 

Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMD 732.106.438 

Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa  1.846.062.290 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 1.672.235.729 

Jumlah 4.250.404.457 
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A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap 

indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan 

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang 

dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya 100% dari target.  

Realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana 

Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Capaian Sasaran  

N
o. 

Sasaran RPJMD 

Satuan 
Target 

2019 2020 

Uraian 
Indikator 

Kinerja Tujuan Realisa
si 

Target 
Realisa

si 
% 

T.
5 

Meningkatnya 
kemampuan 
dan 

Indeks Desa 
Membangun 
(IDM) 

 
0,648 0,61 0,662  



LKJiP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2020 

              DPMD KABUPATEN SAMPANG 
 

 

kemandirian 
desa 

 Meningkatnya 
tata kelola 
pemerintahan 
desa 

Persentase 
desa dengan 
tata kelola 
administrasi 
pemerintahan 
desa yang 
baik 

 66,67 77,77 77,77 100 

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai 

berikut (Penjelasan Masing-Masing Indikator Kinerja): 

a. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 Indeks Desa 

Membangun (IDM) Kabupaten Sampang meningkat menjadi 0,662 dari 

target yang direncanakan sebesar 0,61, artinya kondisi indeks ketahanan 

social (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan 

lingkungan (IKL) yang menjadi bagian dalam menentukan IDM 

meningkat dari tahun sebelumnya sehingga kemampuan dan 

kemandirian desa lebih baik/meningkat. 

b. Berdasarkan hasil monitoring berkala dari tim kabupaten bahwa Tata 

kelola administrasi pemerintahan desa sudah sangat baik hal ini terlihat 

dari Persentase Desa dengan Tata kelola pemerintahan yang baik telah 

terealisasi sesuai dengan target sebesar 77,7%.  Target tersebut didukung dua 

indikator utama yakni; (1) Pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan tata 

kelola keuangan yang baik yang terealisasi sebanyak 180 Desa (100%) dan (2) 

Pengelolaan Aset Desa berbasis IT terealisasi sebanyak 100 Desa (55,5%). 

Akumulasi persentase seluruh indikator dimaksud (155,5%) kemudian dibagi 

dua sehingga menghasilkan persentase sebesar 77,77%..  

 

 

 

 

Realisasi indikator kinerja sasaran Renstra Tahun 2020 sebagaimana Tabel 

3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Capaian Sasaran  
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Sasaran Renstra 
Satuan 
Target 

2019 
Realisasi 

TAHUN 2020 

No. Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

 

Meningkatnya 
Keswadayaan 
Masyarakat 
Desa 

Persentase Desa 
Kategori 
Berkembang, 
Maju/Mandiri 

% 90,55 57,78 100 173 

 

Meningkatnya 
tata kelola 
pemerintahan 
desa 

Persentase Desa 
dengan dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan yang 
benar dan tepat 
waktu 

% 66,67 100 100 100 

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai 

berikut (Penjelasan Masing-Masing Indikator Kinerja): 

a. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020: 

1. Desa Maju dengan target sebanyak 18 Desa (10%) dari 180 Desa, 

terealisasi sebanyak 18 Desa (10%); 

2. Desa Berkembang dengan target 86 Desa (47,70%) dari 180 Desa, 

terealisasi sebanyak 162 Desa (90%) dari 180 Desa. Artinya realisasi 

desa maju dan berkembang pada tahun 2020 meningkat menjadi 180 

desa (100%) dari target sebanyak 96 desa (57,78). 

b. Proses penyusunan dokumen  perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan sudah dilakukan dengan tepat dan benar, menggunakan 

aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga output 

kegiatan mencapai 100% (180 Desa) dari yang target direncanakan 

sebesar 180 Desa (100%). 

 

 

 

B. REALISASI ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA TAHUN 2020 
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Berdasarkan Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa (DPMD) 

Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2020, total anggaran belanja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 adalah sebesar Rp.  7.479.253.457 

Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.228.849.000  

dan belanja langsung sebesar Rp. 4.250.404.457. Belanja tidak langsung terdiri dari 

jenis belanja pegawai. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh kegiatan di sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, sebagai 

penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen 

perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung 

dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung 

akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan 

realisasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Sampang tahun 2019 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran DPMD Kabupaten Sampang Berdasarkan Kelompok 

Belanja tahun 2020 

Kelompok Belanja Anggaran Realisasi % 

Belanja Tidak Langsung 3.228.849.000 2.621.663.427 81,19 

Belanja Langsung 4.250.404.457 3.916.221.383 92,14 

Total 7.479.253.457 6.537.884.810 87,41 

 

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program 

rutin operasional kantor serta program-program strategis masing-masing bidang 

urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun besaran anggaran dan realisasi belanja 

langsung untuk  program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka 

pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 3.4 Penyerapan Anggaran Program DPMD Kabupaten Sampang tahun 2019 

Program Anggaran Realisasi % 
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Program Pelayanan Administrasi 

dan Jasa Perkantoran 

 

386.171.188 

 

370.122.956 

 

95,84 

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

 

313.703.250 

 

312.540.775 

 

99,63 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

 

 

21.089.000 

 

 

21.089.000 

 

100,00 

Program Peningkatan Sistem 

Perencanaan, Penganggaran, 

Pelaporan dan Pelayanan Infomasi 

Publik 

 

11.143.000 

 

11.074.160 

 

99,38 

Program Pemberdayaan 

Kelembagaan Masyarakat 

Perdesaan 

 

1.500.944.275 

 

1.478.001.036 

 

98,47 

Program Pemberdayaan Ekonomi 

dan Teknologi Tepat Guna 

 

345.118.015 

 

313.146.390 

 

90,74 

Program Bina Pemerintahan Desa 1.672.235.729 1.410.247.066 84,33 

JUMLAH 4.250.404.457 3.916.221.383 87,41 

 

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang 

dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam 

rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran per Sasaran DPMD Kabupaten Sampang tahun 2020 

Sasaran Strategis Anggaran Realisasi % 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

DPMD 

 

732.106.438 

 

714.826.891 

 

97,64 

Meningkatnya 

Keswadayaan 

Masyarakat Desa 

 

1.846.062.290 

 

1.791.147.426 

 

97,02 

Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintahan 

Desa 

 
 

1.672.235.729 

 

 

1.410.247.066 

 

 

 

 

 

 

84,33 

JUMLAH 4.250.404.457 3.916.221.383 92,14 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk 

masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di 

sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMD”, dengan tingkat penyerapan 

anggaran sebesar 97,64%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada 

program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa”, dengan 

penyerapan anggaran hanya sebesar 84,33%. Apabila dikaitkan antara kinerja 

pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang 

relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% 

menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis 

pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian 

target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas 

dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.  

 

Tabel 3.6 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2020. 

 

Sasaran Strategis Rata-rata 

Capaian Kinerja 

Serapan Efektivitas & 

Efesiensi 

Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja DPMD 

97,64  

714.826.891 

Efisien 

Meningkatnya Keswadayaan 

Masyarakat Desa 

97,02  

1.791.147.426 

Efisien 

Meningkatnya Tata Kelola 

Pemerintahan Desa 

84,33 
 

 

1.410.247.066 
Efisien 

JUMLAH 92,14 3.916.221.383 Efisien 
 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2020 

pada masing-masing sasaran belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata 

capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun 

keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada 
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periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan 

hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target 

sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi 

pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa 

secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan 

kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran 

yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan 

anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya 

permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri 

secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar 

kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Dinas PMD Kabupaten 

Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya selama 

Tahun Anggaran 2020 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang 

merupakan cerminan dari hasil kinerja Dinas PMD selama satu tahun dan diukur 

melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan 

kinerja tahun 2020. 

Hasil kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang selama tahun 2019 tertuang 

dalam lampiran pengukuran kinerja. Dalam form tersebut dapat diketahui 

pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja 

sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 

2019 – 2024. Berdasarkan form tersebut rata-rata hasil kinerja Dinas PMD 

Kabupaten Sampang cukup tinggi, karena capaian kinerjanya mencapai rata-rata 

92,14 %. 

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan 

teknis yang dihadapi. Akan tetapi, Dinas PMD Kabupaten Sampang sudah 

berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan 

melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga 

Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan 

kinerja aparatur Dinas PMD pada tahun-tahun berikutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


